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LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
 
 
 

 

TAHUN   2008   NOMOR  5  SERI E   

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR   14  TAHUN  2008 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN MENARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BOGOR, 
 

Menimbang : a bahwa menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi dengan fungsi khusus harus 
diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan 
lingkungan, serta memenuhi persyaratan administrasi 
dan teknis; 

b bahwa untuk meningkatkan upaya pengawasan, 
pengendalian pemanfaatan ruang, dan memberikan 
jaminan kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai 
penyelenggaraan menara; 

c bahwa dalam rangka mengelola kegiatan 
pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan menara 
di Kota Bogor dengan kondisi sumber daya alam yang 
terbatas, perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan 
menara secara komprehensif, taat asas, terpadu, dan 
berwawasan ke depan; 

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada   huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Menara; 

http://www.bphn.go.id/
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Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 
Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2 Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1687); 

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 

6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 

7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 

http://www.bphn.go.id/
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8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 

10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 4252); 

12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                         
Nomor 4844); 

13 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan 
Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3660); 
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15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3838); 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3980); 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit 
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3981); 

18 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4532); 

19 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 
2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi 
Penerbangan (KKOP); 

20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 
2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat 
Telekomunikasi; 

21 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika                                     
Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 Tentang Pedoman 
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama 
Telekomunikasi; 

22 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 
Seri C); 

23 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bogor    Nomor 6); 
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24 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2006     Nomor 3 Seri E); 

25 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Daerah Kota Bogor    Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 

26 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran 
Daerah Kota Bogor    Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR 

dan 

WALIKOTA BOGOR 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENYELENGGARAAN MENARA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Bogor. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Bogor. 

4. Menara adalah bangunan khusus sebagai wujud fisik hasil pekerjaan 
kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, yang berfungsi 
sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan jaringan atau 
sistem tertentu, seperti telekomunikasi, radio, televisi, dan sejenisnya, 
yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan 
peruntukkannya.  
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